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[bookmark: _Toc136631642]BAB III
OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN

3.1. [bookmark: _Toc136631643]Objek Penelitian
Satuan Polisi Pamong Praja adalah aparatur Provinsi (Wilayah), Pemerintah Daerah maupun (Kabupaten/Kota) dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan atau ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Satpol PP berkedudukan di seluruh Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia.
· Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
· Di Daerah Kabupaten/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
[bookmark: _GoBack]Satuan Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 moto Praja Wibawa, untuk mewadahi sebagian ketugasan pemerintah daerah. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah Proklamasi kemerdekaan di mana diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 November 1948 lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.
Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950. Inilah awal mula terbentuknya Satpol PP, dan oleh sebab itu, setiap tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan diperingati setiap tahun.
A. Tugas Pokok dan Fungsi 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12  Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16,Seri D.7), dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 61 Seri D.10) serta Peraturan Bupati Cirebon Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut:
1. Kepala Satuan
1) Kepala Satuan mempunyai fungsi :
a. perumusan bahan perencanaan pada Satuan Polisi Pamong Praja; 
b. perumusan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum; 
c. penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum; 
d. penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati; 
e. pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja; 
f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala yang langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
2) Kepala Satuan mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, membina, memotivasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sumberdaya aparatur dan perlindungan masyarakat.
2. Sekretariat
1) Sekretariat mempunyai fungsi :
a. perumusan bahan perencanaan pada Sekretariat Satuan; 
b. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum; 
c. pengendalian pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; 
d. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan 
e. pengendalian pelaksanaan pengelolaan kearsipan, keprotokolan dan kehumasan; 
f. pengendalian 	pengelolaan 	administrasi kepegawaian; 
g. pengendalian pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan aset/ barang milik daerah; 
h. perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan dan penganggaran; 
i. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan dan pelaporan kinerja dan penyelenggaraan urusan pemerintahan; 
j. pengoordinasian penyusunan penataan organisasi dan tata laksana; 
k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan 
l. Sekretariat Satuan; dan 
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris (unsur staf) yang melaksanakan tugas di bawah dan bertanggungjawab kepada   Kepala Dinas.
2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris (unsur staf) yang melaksanakan tugas di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
3) Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaandan pemberian  layanan  administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas.
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
a. perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; 
b. pelaksanaan pengamanan sarana dan prasarana kantor; 
c. pelaksanaan penjagaan kebersihan lingkungan kantor; 
d. pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana kantor serta kendaraan dinas/ operasional; 
e. pelaksanaan penyediaan kebutuhan rumah tangga meliputi listrik, air, telepon serta peralatan rumah tangga kantor; 
f. pengelolaan administrasi persuratan/ dokumen baik masuk maupun keluar serta pelaksanaan pendistribusian surat/ dokumen kedinasan; 
g. pelaksanaan penyediaan alat tulis kantor dan barang cetakan serta penggandaan; 
h. pengendalian pelaksanaan kearsipan, keprotokolan dan kehumasan; 
i. penyiapan bahan penyusunan analisis jabatan dan analisis kebutuhan pegawai; 
j. pelaksanaan urusan pengembangan karir, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai; 
k. pelaksanaan urusan disiplin pegawai, penghargaan, dan evaluasi kinerja pegawai serta pengembangan pegawai; 
l. pengevaluasian 	dan 	pelaporan 	pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Satuan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. 
2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (unsur staf) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
3) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas.
4. Bagian Keuangan dan Aset
	1) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :
a. perumusan bahan perencanaan pada Subbagian 
b. Keuangan dan Aset; 
c. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan layanan administrasi keuangan; 
d. pelaksanaan akuntansi dan verifikasi pengelolaan keuangan; 
e. penyiapan 	bahan 	tindaklanjut 	laporan 	hasil pemeriksaan; 
f. pengoordinasian 	dan 	penyusunan 	laporan keuangan; 
g. penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah; 
h. pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah; 
i. penyusunan laporan dan rekonsiliasi barang milik daerah; 
j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan dan Aset; dan 
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Satuan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
2) Sub Bagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset (unsur staf) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
3) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokokpenyiapan bahan penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan,pencatatan aset dan penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan.
5.  Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan yang meliputi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja); 
b. penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian penyusunan penganggaran yang meliputi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); 
c. penyusunan perjanjian kinerja dan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi kinerja; 
d. penyusunan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan/atau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ); 
e. pelaksanaan penilaian risiko melalui identifikasi risiko, analisis risiko, dan rencana tindak pengendalian risiko serta pelaporan pengendalian risiko;  
f. penyiapan bahan penyusunan penataan organisasi; 
g. pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan dan/atau Standar Pelayanan Minimal serta pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat; 
h. pengoordinasian pengelolaan dan penyajian data dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan; 
i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Satuan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (unsur staf) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
3) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi, pengukuran kinerja dan pelaporan Dinas.
6. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah
1) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah mempunyai fungsi :
a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah; 
b. perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan perundang-undangan daerah; 
c. pelaksanaan pembinaan masyarakat, aparatur atau badan hukum di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati; 
d. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati; 
e. pelaksanaan penyuluhan masyarakat, aparatur atau badan hukum dalam rangka menumbuhkan dan memelihara budaya patuh dan tertib di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum; 
f. pelaksanaan penyebarluasan/diseminasi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati; 
g. pelaksanaan pemeriksaan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati; 
h. pelaksanaan penyidikan dan pengusutan pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati; 
ii. pelaksanaan pengamanan barang bukti pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati; 
j. pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian dalam rangka pembuatan Berita Acara Pemeriksaan serta penyerahan Berita Acara Pemeriksaan kepada Jaksa Penuntut Umum/Pengadilan Negeri Kabupaten Cirebon; 
k. pelaksanaan administrasi penyidikan dan pemberkasan perkara pelanggaran; 
l. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah; dan 
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. 
2. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
3. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundangundangan Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian, pengelolaan penegakan peraturan perundang-undangan Daerah.
A. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai fungsi:
a. perumusan 	bahan 	perencanaan 	pada Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;  
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan perundang-undangan daerah; 
c. pelaksanaan pembinaan masyarakat, aparatur atau badan hukum di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dalam rangka penegakan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati; 
d. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan penegakan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati; 
e. pelaksanaan penyuluhan masyarakat, aparatur atau badan hukum dalam rangka menumbuhkan dan memelihara budaya patuh dan tertib di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum; 
f. pelaksanaan kegiatan penyebarluasan/diseminasi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati; 
g. pelaksanaan pemeriksaan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati; 
h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan 
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. 
2) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
3) Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pokok pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan masyarakat, aparatur atau badan hukum dibidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dalam rangka penegakan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
B. Seksi Penyelidikan dan Penyitaan
1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai fungsi:
a. perumusan  bahan 	perencanaan 	pada 	Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;  
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyelidikan dan penyidikan pelanggaran perundang-undangan daerah; 
c. penyiapan bahan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum; 
d. pelaksanaan penyidikan dan pengusutan pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati; 
e. pelaksanaan penghentian kegiatan yang tidak/ belum memiliki izin; 
f. pelaksanaan pengamanan barang bukti pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati; 
g. pelaksanaan koordinasi dengan kepolisian dalam rangka pembuatan Berita Acara Pemeriksaan; 
h. pelaksanaan penyerahan Berita Acara Pemeriksaan kepada Jaksa Penuntut Umum/Pengadilan Negeri Kabupaten Cirebon; 
i. pelaksanaan administrasi penyidikan dan pemberkasan perkara pelanggaran; 
j. pengevaluasian 	dan 	pelaporan 	pelaksanaan kegiatan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan 
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. 
2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
3) Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas pokok melakasanakan penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum.
7. Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat
1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai fungsi :
a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; 
b. perumusan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; 
c. pelaksanaan kegiatan operasi dan pengendalian serta kerja sama di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum; 
d. pelaksanaan operasi penertiban terhadap pelanggaran Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, baik dengan menggunakan pendekatan persuasif maupun pendekatan represif sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan; 
e. pelaksanaan operasi penutupan dan pembongkaran terhadap kegiatan yang melanggar Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
f. pelaksanaan pengamanan dalam rangka penjagaan  ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; 
g. pelaksanaan pembantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala masal; 
h. pelaksanaan patroli wilayah secara rutin maupun sewaktu-waktu apabila dibutuhkan; 
i. pelaksanaan pembantuan pengamanan dan pengawalan tamu Very Very Important Person (WIP) termasuk pejabat negara dan tamu negara; 
j. pelaksanaan koordinasi dengan kepolisian dan/atau perangkat daerah/ instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyaryakat; 
k. penganalisaan peristiwa/ kejadian yang menyangkut ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; 
l. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan 
2) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
3) Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan operasi dan pengendalian serta kerjasama di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dalam rangka penegakan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
A. Seksi Operasi dan Pengendalian
Seksi operasi dan pengendalian mempunyai fungsi :
a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Operasi dan Pengendalian;  
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; 
c. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan operasional dan pengendalian di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam penegakan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati; 
d. pelaksanaan operasi penertiban terhadap pelanggaran Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, baik dengan menggunakan pendekatan persuasif maupun pendekatan represif sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan; 
e. Seksi operasi dan pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi operasi dan pengendalian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
Kepala Seksi operasi dan pengendalian mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan operasional dan pengendalian di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam penegakan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
B. Seksi Kerjasama
Seksi Kerjasama mempunyai fungsi :
a.   perumusan bahan perencanaan pada Seksi kerjasama;  
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kerjasama dalam rangka penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; 
c. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan penjagaan dan pengamanan obyek vital, pembantuan pengamanan dan pengawalan tamu, serta koordinasi dengan kepolisian dan perangkat daerah/instansi lain dalam rangka penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakatSeksi Kerjasama dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Kerjasama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
d. pelaksanaan penjagaan dan pengamanan lingkungan Balai Kota, Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 
e. pelaksanaan penjagaan dan pengamanan Rum ah Jabatan Bupati, Rumah Jabatan Wakil Bupati, dan Rumah Dinas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 
f. pelaksanaan penjagaan dan pengamanan kantor, gedung, rumah dinas dan aset tetap berwujud berupa bangunan lainnya milik Pemerintah Daerah yang dipandang perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
g. pelaksanaan pengamanan dan pengawalan tamu Very Important Person (VIP); 
h. pelaksanaan pembantuan pengamanan dan pengawalan tamu Very Very Important Person (VVIP); 
i. penyiapan bahan koordinasi dengan kepolisian dan/atau perangkat daerah/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; 
j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kerjasama; dan 
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
Kepala Seksi Kerjasama mempunyai tugas pokok melaksanakan penjagaan dan pengamanan obyek vital, pembantuan pengamanan dan pengawalan tamu, serta koordinasi dengan kepolisian dan perangkat daerah/instansi lain dalam rangka penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
8. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur
1) Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:
a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur; 
b. perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan masyarakat dan sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja; 
c. pelaksanaan pembantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati; 
d. pelaksanaan inventarisasi dan pengkajian terhadap lokasi rawan bencana di Daerah; 
e. pelaksanaan pembinaan bagi masyarakat dalam rangka penyiapan dan pembekalan pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana; 
f. pelaksanaan inventarisasi dan pengkajian terhadap potensi permasalahan di bidang keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; 
g. pelaksanaan koordinasi terhadap keberadaan dan kegiatan Satuan Perlindungan Masyarakat; 
h. pelaksanaan pembantuan pemeliharaan keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; 
i. pelaksanaan fasilitasi atau mediasi dalam rangka penyelesaian permasalahan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyakarat yang bersifat non yustisi; 
j. penyelenggaraan program pelatihan di bidang perlindungan masyarakat bagi Satuan Perlindungan Masyarakat dan potensi lainnya dalam masyarakat; 
k. pelaksanaan kerjasama dengan perangkat daerah/instansi terkait penanganan bencana dan pemeliharaan keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; 
l. pelaksanaan pengkajian terhadap nilai-nilai kearifan lokal (local wisdom) dalam rangka memelihara keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penanganan bencana; 
2) Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
3) Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan terhadap Satuan Perlindungan Masyarakat dan potensi lainnya dalam masyarakat dalam rangka kesiapsiagaan dan kewaspadaan masyarakat di bidang penanganan bencana, pemeliharaan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan.
A. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Satuan perlindungan Masyarakat;  
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terhadap keberadaan dan kegiatan Satuan Perlindungan Masyarakat; 
c. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program pengkoordinasian dan pembinaan terhadap keberadaan dan kegiatan Satuan Perlindungan Masyarakat; 
d. pelaksanaan pembantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati; 
e. pelaksanaan koordinasi terhadap keberadaan dan kegiatan Satuan Perlindungan Masyarakat.
f. pelaksanaan pembinaan bagi Satuan Perlindungan Masyarakat 	dalam 	rangka 	penyiapan 	dan pembekalan pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana; 
g. pelaksanaan inventarisasi dan pengkajian terhadap lokasi rawan bencana di Daerah; 
h. pelaksanaan pembantuan pemeliharaan keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; 
i. penyelenggaraan program pelatihan di bidang perlindungan masyarakat bagi Satuan Perlindungan Masyarakat; 
j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan 
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya
1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.
2) Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengkoordinasian dan pembinaan terhadap keberadaan dan kegiatan Satuan Perlindungan Masyarakat.
B. Seksi Bina Potensi Masyarakat
Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai fungsi :
a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Bina Potensi Masyarakat;  
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan potensi masyarakat; 
c. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program pelaksanaan pembinaan potensi masyarakat di bidang perlindungan masyarakat; 
d. pelaksanaan inventarisasi dan pengkajian terhadap lokasi rawan bencana di Daerah; 
e. pelaksanaan inventarisasi dan pengkajian terhadap potensi permasalahan di bidang keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
f. pelaksanaan pembinaan bagi kelompok masyarakat dalam rangka penyiapan 	dan 	pembekalan pengetahuan 	serta keterampilan 	untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana; 
g. pelaksanaan fasilitasi atau mediasi dalam rangka penyelesaian permasalahan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyakarat yang bersifat non yustisi; 
h. pelaksanaan kerjasama dengan perangkat daerah/ instansi terkait penanganan bencana dan pemeliharaan keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; 
i. penyelenggaraan program pelatihan di bidang perlindungan masyarakat bagi kelompok masyarakat; 
j. pelaksanaan pengkajian terhadap nilai-nilai kearifan lokal (local wisdom) dalam rangka memelihara keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penanganan bencana; 
k. pengevaluasian 	dan 	pelaporan 	pelaksanaan kegiatan Seksi Bina Potensi Masyarakat; dan 
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
1) Seksi Bina Potensi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.
2) Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pembinaan potensi masyarakat di bidang perlindungan masyarakat.
C. Seksi Sumber Daya Aparatur
 Seksi Sumber Daya Aparatur mempunyai fungsi :
a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Sumber Daya Aparatur; 
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja; 
c. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan operasi dan pengendalian serta kerjasama di bidang pelaksanaan peningkatan kapasitas dan kompetensi Polisi Pamong Praja; 
d. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pelaksanaan peningkatan kapasitas dan kompetensi Polisi Pamong Praja; 
e. pelaksanaan inventarisasi permasalahan, pelaksanaan kajian dan perumusan pemecahan permasalahan terkait sumber daya aparatur; 
f. pelaksanaan analisa kebutuhan pengembangan kapasitas dan kompetensi Polisi Pamong Praja; 
g. penyusunan prioritas kegiatan terkait pengembangan kapasitas dan kompetensi Polisi Pamong Praja sesuai kondisi dan kebutuhan di lapangan; 
h. penyiapan dan penyelenggaraan program pelatihan kesamaptaan dan pelatihan jasmani secara rutin dalam rangka kesiapsiagaan; 
i. penyelenggaraan pelatihan teknis dalam rangka pengembangan kapasitas dan kompetensi Polisi Pamong Praja antara lain dalam bentuk bimbingan teknis, workshop, seminar, dan pelatihan; 
j. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelatihan teknis dalam rangka pengembangan kapasitas dan kompetensi Polisi Pamong Praja dengan perangkat daerah/ instansi terkait; 
k. pelaksanaan kerjasama dengan perangkat daerah/ instansi terkait dalam rangka pengembangan kapasitas dan kompetensi Polisi Pamong Praja; 
l. pelaksanaan pembinaan PPNS Daerah; 
1) Seksi Sumber Daya Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Sumber Daya Aparatur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Dan Sumber Daya Aparatur.
2) Kepala Seksi Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pelatihan teknis fungsional dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi Polisi Pamong Praja di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
C. Stuktur Organisasi
Gambar 3.1
Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon 
Tahun 2023
KASAT POL. PP



KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIAT


SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN



BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH
BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT & SUMBER DAYA APARATUR

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL


SEKSI SUMBER DAYA APARATUR 
SEKSI
BINA POTENSI MASYARAKAT
SEKSI KERJASAMA
SEKSI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYULUHAN
SEKSI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
SEKSI SATLINMAS
SEKSI OPERASI DAN PENGENDALIAN 



WASRIAH
NIP. 19630321 199002 2 002



 
Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, 2023
3.2. [bookmark: _Toc136631644]Metode Penelitian
3.2.1. [bookmark: _Toc136631645]  Metode Penelitian yang Digunakan
Menurut Sugiyono (2019:2) metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2019:17) menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif disebut metode naturalistik karena  penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting). Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. Dengan kata lain, penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. 
Penelitian mengenai Implementasi Kebijakan penertiban PKL di Jalan Fatahillah Weru diharapkan dengan metode ini bisa menggambarkan bagaimana Pemerintah Kabupaten Cirebon terkait menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di sekitaran jalan raya Fatahillah Weru. 
3.2.2. [bookmark: _Toc136631646] Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif atau metode deskriptif. Metode kualitatif menurut Creswell (1998) adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2014:22), metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian yang digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.
Penelitian kualitatif lebih berfokus kepada proses daripada hasil penelitian, membatasi masalah penelitian, berdasarkan fokus, menggunakan kriteria tersendiri untuk memvaliditas data, menggunakan desain sementara. Hasil penelitian dirundingkan dan disepakati oleh manusia dan dijadikan sebagai sumber data.
Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari permasalahan yang terdapat pada masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk hubungan, kegiatan, pandang, dan pengaruh dari suatu fenomena. Data dari penelitian ini adalah data kualitatif, merupakan jenis data yang banyak digunakan pada penelitian deskriptif.
Menurut Nazir dalam buku yang berjudul Metode Penelitian, metode deskriptif merupakan metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang ini. (Nazir, 2013:54).
3.3. [bookmark: _Toc136631647]Informan dan Teknik Pengumpulan Data
3.3.1. [bookmark: _Toc136631648]Informan 
Informan adalah subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian.
Dalam penelitian kualitatif, informan terbagi menjadi menjadi sebagai berikut, yaitu:
1. Informan kunci
Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci bukan hanya mengetahui tentang kondisi/fenomena pada masyarakat secara garis besar, juga memahami informasi tentang informan utama. Dalam pemilihan informan kunci tergantung dari unit analisis yang akan diteliti.
2. Informan Pendukung
Informan pendukung merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Informan tambahan terkadang memberikan informasi yang tidak diberikan oleh informan utama atau informan kunci.
3.3.2. [bookmark: _Toc136631649]Teknik Pemilihan Informan
Pemilihan informan dapat didasarkan pada dua aspek yaitu teori dan praduga, yang keduanya berlandaskan pada kedalaman pemahaman atau pengalaman dari responden/informan. 
Informan penelitian adalah mereka yang menjadi sumber data utama yang memberikan informasi dan gambaran mengenai objek penelitian tersebut. Pemilihan informan kunci dan informan pendukung pada penelitian ini menggunakan teknik Perposive Sampling.
“Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.” (Sugiono, 2012:54).
 Artinya peneliti memilih dan menetapkan dengan sengaja beberapa informan yang menguasai dan memahami tentang masalah yang diteliti dengan fakta yang ada dalam implementasi menggunakan teori George C. Edward III. Adapun informan dalam penelitian yang dilakukan ini ialah ada dua infoman, yaitu:
a. Informan kunci (Key Informan)
Satuan Polisi Pamong Praja bagian Penataan Kabupaten Cirebon
b.   Informan Pendukung
-Pedagang kaki lima yang berada di Jalan Fatahillah Weru
-Masyarakat sekitar atau pejalan di kawasan Jalan Fatahillah Weru.
3.3.3. [bookmark: _Toc136631650]Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah data (Sugiyono 2019:296). Untuk dapatkan menghasilkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperlukan suatu teknik yang sesuai, dan dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut:
Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif terdiri dari:
1. Studi Kepustakaan/literatur
Suatu cara teknik pengumpulan data dengan menggunakan sumber-sumber tertulis sebagai bahan referensi dalam penelitian ini, yaitu laporan dinas, internet dan sumber-sumber lainnya.
2. Studi Lapangan
a. Observasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara datang langsung ke lapangan untuk pengamatan dan ke Satpol PP
b. Wawancara, yaitu mengumpulkan data dengan mengadakan tanya jawab kepada informan kunci dan pendukung. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara terstruktur yang secara mendalam (in-depth interview) adalah pengumpul data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis (Sugiyono 2019).
c. Dokumentasi, merupakan teknik terakhir dalam pengumpulan data sekunder yang bersifat tercetak (Printed) yang bertujuan untuk melengkapi data-data tambahan penelitian, studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.
3.4. [bookmark: _Toc136631651]Operasionalisasi Konsep Penelitian
Berdasarkan hal tersebut, maka operasionalisasi konsep penelitian ini digambarkan dalam tabel operasional variabel penelitian berikut ini:












Tabel 3.1 
Operasionalisasi Konsep Penelitian
	KONSEP
	DIMENSI
	PARAMETER

	Implementasi Kebijakan Menurut George C. Edward III (dalam Agustino 2016:136-141)
	1. Komunikasi
	1. Transmisi
2. Kejelasan dalam pelaksanaan
3. Konsistensi dalam pelaksanaan

	
	2. Sumber Daya
	1. Kualitas SDM atau Staf aparat
2. Informasi
3. Wewenang 
4. Fasilitas

	
	3. Disposisi
	1. Sikap pelaksana
2. Komitmen pelaksana

	
	4. Struktur Birokrasi
	1. Membuat Standar Operating Procedures (SOP)
2. Pelaksanaan fragmentasi



3.5. [bookmark: _Toc136631652]Pengujian Keabsahan Data
Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi beberapa pengujian. Uji keabsahan data ini diperlukan untuk menentukan valid atau tidaknya suatu temuan atau data yang dilaporkan peneliti dengan apa yang terjadi sesungguhnya di lapangan.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulasi. Ada banyak teknik dalam pengecekan keabsahan data, salah satunya adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Sugiyono 2019:315).
3.6. [bookmark: _Toc136631653]Teknik Analisis Data
Dalam penelitian kualitatif, teknik analisa data merupakan bagian terpenting dalam melakukan langkah-langkah untuk menganalisa data-data yang telah diperoleh. Analisa data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah sesuai pengumpulan data dalam periode tertentu.
Analisis data dimaknai sebagai proses menyusun, memilah, dan mengolahnya ke dalam satu susunan yang sistematis dan bermakna. Jika data diumpamakan sebagai tumpukan informasi dan fakta yang berserakan, maka proses menyusun data, mengolahnya ke dalam suatu pola atau format yang lebih teratur sehingga mudah dipahami dan dimaknai itulah yang disebut analisis data.
Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2019:321-329) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun langkah-langkah dalam melakukan analisa data adalah sebagai berikut :
1. Reduksi Data
Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisi data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
2. Display Data (Penyajian data)
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data, dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, atau bisa dengan hubungan antar kategori.
3. Penarikan kesimpulan
Langkah ini adalah langkah untuk penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat semetara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada saat pengumpulan data berikutnya, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang  kredibel.

3.7. [bookmark: _Toc136631654]Rencana Jadwal Penelitian

Tabel 3.2
	No
	Tahun
	2023

	
	Bulan
	Maret
	April
	Mei
	Juni
	Juli

	
	Minggu
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	Kegiatan
	

	Tahap Persiapan

	1. 
	Studi Literatur
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Pengamatan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. P
	Penyusunan dan bimbingan proposal
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Seminar Proposal
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tahap Pelaksanaan

	1. 
	Penelitian
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Wawancara
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. P
	Pengolahan Data
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Penyusunan dan bimbingan hasil penelitian skripsi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tahap Akhir

	1. 
	Seminar Hasil Penelitian 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Sidang Skripsi
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